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PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai
posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan
untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan
dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi
efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan
ketaatannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesual ketentuan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemermtahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, mengamanatkan antara lain bahwa: ayat (1) Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang
telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir. Ayat (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit meliputi: a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Laporan Perubahan
SAL, c) Neraca, d) Laporan Operasional, e) Laporan Arus Kas, f) Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE), dan g) Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) yang
dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD, dan ayat (3) Penyajian
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Disamping itu, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah
diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban Pemerintah
Daerah dalam menyusun Laporan Keuangan adalah untuk melaporkan upaya-
upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan hasil-hasil yang dicapai maupun
kegagalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara
sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan
akuntabilitas, manajemen, transparansi dan kesinambungan antar generasi (infer
generational equity).
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e

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan suatu
entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan
ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

¢. Transparan

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban
pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya
dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Kesinambungan antar generasi (inter generational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan
pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran
yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang, diasumsikan akan
ikut menanggung beban pengeluaran yang dilakukan saat ini.

2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk
menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun
politik.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi:

a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan
untuk membiayai seluruh pengeluaran;

b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah
dicapai;

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai
seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas-nya;

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas
pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka
pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak
dan pinjaman, dan
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f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat dari
kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 adalah
berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada bagian
yang mengatur tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah;

16. Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122 Tahun 2022 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah:

23. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53A Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun
2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

25. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;
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26. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor Nomor 17 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024;

27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor Nomor 33 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024; dan

28. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024,

C. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 1
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BAB
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1V

PENDAHULUAN
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

C. Sistematika Penulisan

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN

A. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2024-2026

B. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024
C. Kebiyjakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2024

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah

B. Permasalahan yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

B. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
C. Kebijakan Akuntansi

PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

A. Rincian dan Penjelasan dari masing-masing Pos-Pos Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah

. Laporan Realisas1i Anggaran (LRA)
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Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Neraca Daerah

Laporan Arus Kas (LAK)

2

3

4. Laporan Operasional (LO)

S

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

B. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas Pendapatan dan
Belanja dan Rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk
entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual
pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN

A. Informasi Tambahan

B. Penjelasan Lainnya

BAB VII PENUTUP
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